i ..'_i.”_'-FamalRamadham

o -Abstrak

Indamxm mempa,{am ?zegam yang memzzlz/zz f’makte:-zsz‘zk geogny‘is j)gmszz 'y(mg lebzb luas o

: _dzéandzngf’ean denga,n luas doratan. Setzap masyam/’m‘ memzlz/ez keéudayaa?z sesuai dengan lokasi geogmﬁs '

dimana. bermuking. quabamn mempcz.{mz salah satu laentufi &aycmcr—[mymv pemdaban masyaraiat o

' Kmdzsz ini menunjukan bahwa wilayab perair an memiliki kajabatan dengan kekbasan sendiri. Tantangan

: kcyabaz‘an di wilayah perairan belym disikapi oleb Polﬂ karena pamdzgma pemolisiannya berorientasi

daratan.. Kondzsz ini memperlukan perbetian Polri untuk memmmﬁan model pema[umn pemzmn wrtnk

menyz&apz bampan asyar akat yang bermukim di lokast perairan agar mempeml@b bal yang Sanii dalam .

menerzma pe!ayanan, pengayoman dan pe!aycznan dari Polri.

Kat_a_Kunci:_Pema[_z’sian._Pemimn. Po_[rz' g

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki
wilayah perairan yang sangat luas, sekitar 2/3
wilayah negara ini berupa luas laut 3.257.483
KM? dan luas wilayah daratan 1.922 570 KM? Di
samping itu Indonesia memilikispulau sebanyak
+ 13.466 pulau dan garis pantai ‘sepanjang
99,093 KM (National Geograpic, 2015). Dengan
cakupan wilayah laut yang begitu luasnya, maka
Indonesia pun diakui secara internasional
sebagai Negara Maritim yang ditetapkan dalam
UNCLOS 1982 yang memberikan kewenangan
dan memperluas wilayah laut Indonesia dengan
segala ketetapan yang mengikutinya. Selain itu
juga terjadi perluasan hak-hak berdaulat atas
kekayaan alam di ZEE serta landas kontinen
serta Indonesia juga masih memiliki hak atas
pengelolaan natural reseources di laut bebas dan

AKBP Faizal Ramadhzai 5.50s. SEK. M.Si., saat ini sedang mengikuri
pendidikan Program Doktoral STI-PTIRK Anghkatan ¥

di dasar samudera. Kesemuanya ini menjadikan
Indonesia sebagai negara yang sangat kaya.

Selain wilayah lautannya di Indonesia
juga memiliki laban basah yang sangat fuas,
teridentifikasi luas lahan basah di Indonesia
mencapai 40 juta ha, sehingga berkepentingan
dalam pengelolaan kawasan lahan basah secara
berkelanjutan Berbagai strategi dan kebijakan
pengelolaan lahan basah secara nasional telah
diterbitkan untuk memandu dan mengarahkan
kegiatan  pengelolaan  dan pemanfaatan
lahan basah secara bijaksana bagi seluruh
pemangku kepentingan.Kawasan lahan basah
didefinisikan sebagai suatu kawasan dimana air
merupakan faktor utama yang mengendalikan
lingkungan maupun tumbuhan dan satwa
yang berasosiasi didalamnya.Kawasan lahan
basah menjadi penting sebab selain merupakan
salah satu ekosistem paling produktif di dunia

dan mendukung kehidupan manusia secara
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_ ' "'vetretasmya (Wet}and 2016).
anekaragaman hayatl yang tinggi serta nilai-

j':.f'm'lzu ckonomis dan jasa lingkungan yang sangat

- ‘;potensm Manfaat Langsung : pengendalian

”"-:'banjlr dan’ kckermgan Jpengaman pantai dari
intrusi air laut , pengamanan garis pantai (abrasi/ -

-eros:L) dan. badai, jalur transportasi, rekreasi,

A .-'penehuan dan pendidikan. Ekologi : peaambat

. se_d_lmen _daz_l darat dan penjernihair, penahan
dan ‘penyedia ‘unsure hara, penanaman dan
penawar pencemaran, stabilitas iklim mikro, dan

-pgnggndal_i___i_ldim global. Ekoonomi/produksi :
-pé_ﬁye_dia_ air, penyedia hasil hutan, sumber
hid_t_ipan.._.iiar. dan/ sumber makanan, sumber
perikanan, pendukung pertanian, sumber energy,
dan lain-lain Kekhasan : merupakan habitat

keanekaragaman keunikan = tradisi,

budaya dan warisan, habitat bagi satwa, struktur

hayati,

masyarakat dan lain-lain.

Menurut | konvensi Ramsar, Indonesia
memiliki semua ripe ekosistem berikut ini : yang
pertama, Kawasan Laut {(marine) :
lahan yang

asin, ‘Termasuk pantai berbatu, terumbu karang

meliputi
kelompok basah berair
dan padang lamun.yang kedua, Kawasan Muara
(estuarin) ; meliputi muara sungai, delta, rawa
pasang surut yang berdir payau dan hutang
bakau Chutan mangrove).yang, ketiga, Kawasan
Rawa (palustrin) ; meliputi tempat-tempat
yang bersifat anerawa (berair tergenang atau
lemnbab), misalnya hutan rawa air tawar, hutan
rawa gambut dan rawa rumput.yang keempat,
Kawasan Danau (lakustrin) ; meliputi semua
lahan basah yang berhubungan dengan danau
dan biasanya berair tawar. Yang lima, Kawasan
Sungai (riverin) ; meliputi lahan basah yang
terdapat sepanjang sungai atau perairan yang
mengalirKecuali kawasan rawa, sistermn tersebut
di atas dibagi menjadi sub-sistem berdasarkan
kondisi hidrologisnya misainya pasang surut dan
frekwensi penggenangan.  Selanjutnya setiap
sub sistem dibagi menjadi beberapa kelompok

berdasarkan tipe subtrat atau bentuk hidup
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-.hngsung Kawasan ini seca.r’l ekologl me;mhlﬂ _

'kemarif:iman :
- 1mpi1mcntas1

Pemolisian di Daer’l h Pcrnr.m B

'KCleQ.kﬂn presiden Joko Widodo pada’_;.._-_."_':;__'

saat ini yang mengedepankan pembangunan

sesungguhnya
-wilayah  indonesia

kepolisian maknasmaritim dan pemohsiannya_'
dapat dipahami sebagai“fokus dan perhatian

yang menjadi censre of imterest pada bidang -

maritim dan kepulauan. Maritim merupakan -

sumber daya bangsa yang dijaga dan dipelihara - |
dari berbagai ancaman, hambatan, tantangan,

maupun gangguan yang dapat merusak bahkan

mematikannya. Kategori maritim dalam konteks
polisi dan pemolisiannya mencakup: sungai
yang menjadi jalur transportasi, danau, perairan,
pelabuhan, penyeberangan, pantai, pulau-pulau
terluar, dan perbatasan-perbatasan  dengan
negara lain. Perlakuan pemolisiannya pada
prinsipnya sama: to serve dan to protect, tetapi
penanganannya bervariasi disesuaikan dengan
konteks wilayah dan lingkungan, masalah dan
potensinya (Crysnanda, 2016)

Pembahasan
Konsep Pemolisian Ditpolair

Berdasarkan kepada  Peratufan Kapolri
Nomor : 21 tahun 2010, tanggal 14 September
2010 tentang Susunan«Organisasi dan Tata
Kerja_Kepolisian®Negara Republik Indonesia
pada  Tingkat Markas Direktorat
Kepolisian Perairan ( Dit Polair) sebagian

Besar.

integral Polri yang berada dibawah koordinasi
dan pengendalian Baharkam Polri yang bertugas
untuk memelihara keamanan dan ketertiban

guna
pengayoman dan palayanan masyarakat serta

masyarakat, memberi  perlindungan

penegakkan hukum di wilayah perairan.

Dengan tugas pokok seperti diatas maka
Dit polair tentunya akan dukung dengan sarana
prasarana serta infrastruktur yang disesuaikan
dengan tugas pokok dan fungsi pertelazhan

merupakari_'. :'_: | 3
yang di:
dominasi dengan perairan. Dalam konteks -




o ._ 'tugas (Mabes Poirl 2016).'
R “dari Dn: ]?oi'ur adalah menyelen garakari_:*::

L odan penangfman:

aer: h ]’cmmn s

Ll '-.'-'pcmbmmn tehms dan peiaksanaan penjagaan

: penegakkan hukum yang mellpu‘a pengqman

pel tftma tmdak

5%penyelengga1mn pembmaan dan’ peiaksarnm

- fungsi tehnis kesamaptaanmasyarakat, termasuk

- menjamin berlangsungnya _ penyelenggaraan
sistern keainmm di perairan. Dan yang ketiga
"penyelenggaan penglxajmn tf:knologl perkapaltm
yang meliputi permesinan kapal, navigasi,
dan komumkam serta bangunan k,lpal dalam

menjamm muta dan ls.eiayakan smtu per‘damn

(Mabes Polri, 2016).

Selain itu tugas pokok Kepolisian Perairan
adalah membina dan menyelenggarakan fungsi
Kepolisian Perairan dalam rangka melayani,
melindungi, mengayomi, memelihara keamanan
dan ketertiban masyarakat serta penegakan
hukum diwilayah perairanIndonesia. Pengemban
fungsi Polmas pada hakekatnya adalah setiap
anggota Polri, siapapun dia, dimana pun dia
berada, kapanpun dan saat apapun. Berdasarkan
21 tahun 2010
tanggal 14 September 201 tentang Susundn

Peraturan Kapolri Nomor :

Organisasi dan Tata kerja Kepolisian Negara
Republik Indonesia tingkat Mabes Peolri telah
dibentuk dan diaplikasikan program polmas
di koordinasikan oleh seksie Binmas Satrolnus
pada penerapan program perpolisian masyarakat
{polmas) melalui konsep sambang nusa.

Pada Dit
mendasarkan pada perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia dari UUD sampai UU
kepolisian yang memang wajib di pahami oleh

pemolisian Polair  selain

seluruh angota Polair sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Polri Dit Polair jugamemiliki
kekhasan yaitu mendasarkan pemolisiannya
dengan United convention on the law of the
sea atau yang disingkat UNCLOS dimana

_ Adapun ' mngs;._: _-j;;konvensl tersebut '-bellaku 6 November 199

pldana -

N | adaiah negara kepulauan yang memﬂzkl hak’ atas )
Jaut temoua} seIebar 12.N utn:al mil diukur_.;__:-._.
":"serta kegzamn pencarlan dan penyeiamatan'__

o dazi. gans P'mgkal kepuhuan serta memiliki
"-(SAR) “di wilayah -perairan, - Yang.skedua,

hak atas zona tambahan selebar 24 NM dan
.'hal\. berdaulat atas. ZEE dan landas kontmen“
._ hmgg’t 200 nm. dan bila blsa menun_]ukan blllxtl. -
ilmiah dapat menambah landas “kontinennya -

hingga - maksimum . 350 nm.(Set NGB, 2009.
Dalam

polq;r lebih menitik beratkan pada wilayah garis

kegiatan - kesehariannya pemolisian .
pantai sampai dengm 12 mil dari garis pantai,
konseksewensi- Iogmnyfl maka sesungguhnya
pelﬁksanaan tugas ‘yang dilakukan oleh DDit
Polair cenderung lebih pada pengawasan pantai
dan laut Y‘lﬂg ada wdayah tersebut.

Filosofi Pemolisian di Indonesia

Model pemolisian merupakan kerangka
dasar ‘dan acuan yang sangat penting bagi
keberhasilan  polisi. dalam  pemolisiannya.
Model pemolisian” dapat dikembangkdn dan
disesnaikan dengan wilayah, corak masyarakat
dan kebudayaanya. Filosofi pemelisian yang
modern menuntut perubahan paradigma dari
kepolisian yang fokus padaspenegalkkan hukum
yang merupakan representasi dari alat negara,
menjadi-kepolisian yang menitik beratkan pada
proses pencegahan kejahatan sebagai formula
dasar dalam pelaksanaan tugas. Paradigma baru
polisi harus berupaya menggeser pendekatan
dari penegakan hukum yang mengutamakan
eksekusi  kewenangan, menuju ke arah
pencegahan dan penangkalan. Tindakan kuratif
(menindak) dikurangi, untuk dilengkapi dengan
tindakan preventif (mencegah) dan tindakan
preemtif (menangkal). Namun, ini bukan berarti
bahwa polisi tidak perlu melakukan tindakan
reaktif. Juga bukan berarti, bahwa pendekatan

pemolisian reaktif itu jelek atau gagal. Artinya,
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dan sudah d1rat1ﬁkas: oleh mdonesm denga ¥
__dllahgkannya UU No 17 tahun 1985 Yang-’l-___-
._berdas*lrkan konvenm tersebut maka mdonesza S




méiakukén

- tindakan pleemuf dilakukan pendek@tan budayq _
o -':adalah langLah tepat “yang dapat dilakukan,

ftamangan polisi -dalam - mclal{sanakan tugas

01151 lebih mengedepankan deteksz dm1 dzm

tznc‘takan pencegahan

__.pokoknya untuk: membenkam perhndungm,

: 'I_'_'_"'_pengayoman daﬂ pclayanan kepada masyarakat
- hal ini karena; pertama, budaya sebaglan besar

-'jmasyarakat yang belum mengutamikan proses_
~ hukum dalam menyelesalkan masalah, /kedua,
: masyarakat masih mengedepankan cara sendiri
~untuk . menyeiesalkan masﬂah (Abdul syam

2013) & ;

_ Berblczua menoenzu model pamohsma
tentunyfl tidak }epas dari konteks masyarakat
dimana budaya tersebut tumbuh. Menurut
Parsudi  Suparlan (Parsud1 Suparlan, 2008),
masyarakat adalah sekelompol\ individu yang
secara langsung atau tidak iangsung saling
berhubungan sehingga merupakan sebuah satuan
kehidupan yang mempunyai kebudayaan sendiri
yang berbeda dari kebudayaan yang dipunyai
oleh masyarakat lain. Setiap masyarakat dalam
menjalankan  perannya  akan menghasilkan
pranata-pranata untuk menjaga kelangsiingan
dan eksistensi dari masyazakat tersebut dengan
mengacu pada norma-norma yang didasarkan
pada kebudayaan yang tumbuh kembang di
masyarakat tersebut. Kepolisian Sebapai pranata
yang terdapat dalam masyarakat juga tidak Tepas
dari konsep di atas, dimana polisi sebagai entitis
mempunyai budaya yang tumbuh kembang dalam
konteks masyarakatnya,artinya budaya kepolisian
Indonesia adalah budaya polisi yang ada dan
tumbuh kembang di tengah-tengah masyarakat
Indonesia. Momo Kelana menerangkan budaya
kepolisian Indonesia meliputi segala sesuatu yang
berkaitan dengan seluruh konsepsi kepolisian
yang memuat unsur-unsur filosofi/sistem nilai;
tujuan kepolisian; fungsi kepolisian; organisasi
dan susunan; tugas dan kewenangan; azas-
azas kepolisian; pembinaan fungsi kepolisian
dan hubungan-hubungan yang dikembangkan
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.da}am pelalx.sanﬂan tuoras kepehsmn

Ketlka B

BRI l’cmohsz an d1 Dicmh Pcr gy 1n

. 'bagz kehidupan Polri sebagai organisasi atau
pranata pemennmhﬂn dalam menghadapi dan
memanfaatkan lingkungan beserta isinya untuk:
:pemenuhan hidup polisi sebagai organisasi atau-
pranata pemerintaliafgyaitu pemenuhan t“l.ig“ES*:.:-_.'. :

tugas - kepohsmn yang dldeﬁnlsﬂmn sebagal'
pemohsmn :

Pada perkembmgannya pemolisian sendiri -
mempakm istilah yang  digunakan huntuk
menjéla_skanuségala tindakan yang dilalukan
oleh kepolisian baik secara organisasi maupun
secara personal dalam upaya untuk mewujudkan
hal  ini
Petkap No 7 Tahun 2008 yang menyatakan
balwa
segala sumber daya yang dilibatkan dalam

keteraturan sosial, sesuai dengan

pemolisian  adalah  pemberdayaan
pelaksanaan tugas atau fungsi kepolisan guna
mendukung penyelenggaraan fungsi kepolisian
agar mendapat hasil yang optimal. Pemolisian
adalah segala usaha dan upaya yang dilakukan
oleh polisi secara profesional untuk mewujudkan
dan memelihara keteraturan sosial pada tingkat
managerial dan operasional baik dengan atau

tanpa upaya paksa (STIK-PTIK, 2015).

Chrysnanda membagi pemiolisian menjadi
tiga kategori yaitu: Pertama, pemolisian yang
berbasis  wilayah=*yang merupakan model
struktural dari tingkat mabes sampai dengan
polpos bahkan secara prinsip babinkamtibmas
pun termasuk dengan model pemolisian ini.
Kedua, pemolisian yang berbasis kepentingan
tidak dibatasi wilayah, namun dipersatukan oleh
kepentingan-kepentingan bersama, kepentingan
berkait
profesi, hobby, kegiatan, kelompok-kelompok

tersebut  bisa dengan pekerjaan/
masyarakat. Ketiga, pemolisian yang berbasis
dampak masalah merupakan pemolisian dengan
pola penanganan terhadap masalah dengan
membentuk

satuan tugas yang bervariasi

yang dapat disesuaikan dengan wilayah, corak

Sejalan;_:_-.;'_:"..:
dengan itu Parsudi Supallan menJelasLan fungs;;_._ i |
kebudayaan - Polri - adalah sebagai - pedoman




oY Un‘mk meyelenggamkan pemohsmn d1
""'-"-__-per'uran dzbutuhkm satu . Lonsep yang". baru_'?
- yang dﬂandaskan Suat"u ﬁlosoﬁ pemohsmn
"'yang memandang pelauan bukan _ hanya:'.:
- _sebagzu penghubung dari Wll‘aV‘ih da.mtan akan
| __'-tetapl mehhat wﬂayah perazran sebagal satu__

. emohsxan Lonse emohsmn se}ﬁ\aran an
P :

_ :sangat berouentam dqratan (Zand Securzfy .

'arzem‘ecf) mengalubatkm adanya ruangmluang
yang terbaikan dalarn konsep pemohsmn itu
send111 ' '

M@&d _Pemoiisiém di Perairan

+ Mengacu pada konsep pemolisian yang
terkini, dimana pemolisian juga dilihat dasi
wilayah cakupan pemolisian itu sendiri maka
sesupgguhnya_ penulis menilai bahwa selama ini
konsep pemolisian perairan belumlah menjadi
fokus dan konsep pemolisian pada wilayah
kepolisian yang memiliki wilayah perairan yang

luas.

Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian
bahwa direktorat
bagian dari kepolisian yang, mempunya: tugas

atas olair - merupakar
Aas, polair erupakan

pokok untuk menjaga, melayani, melindungi,

mengayomi, memelihara  keamarnan dan

ketertiban
hukum di wilayah perairan Indonesia. Akan

masyarakat  serta  penegakan
tetapi cakupan wilayah yang menjadi domain
yurisdiksi pemolisian perairan lebih dititik
berat pada wilayah garis pantai sampai 12 NM,
sedangkan wilayah muara sungai, sungai, danau
dan rawa-rawa menjadi terabaikan, schingga
walaupun pada tingkat polres atau bahkan pada
tingakt polsek sekalipun sudah memiliki satuan
Polair akan tetapi gaya pemolisiannya masih
merupakan gaya pemolisian yang konvensional,
dimana satuan polair tersebut tidak melakukan

kegiatan apa-apa, hanya menunggu arahan atau

- '.--_-:masyarakat .dan .}kebudayamnya (STIK PTIK'.‘. -.{péi‘-intah'-da'ri_pimpinénﬁya.--

2015)

__-_P_ad penehtmn pembu&tan prototype _al

'..ﬁpung di. 'perfman danoéﬂl yang. ddakukan oieh ':_ R
: pushtbanfr poin pada ‘cahun angg%ran 2016 i

menemukan fakta- fakea yang menarﬂ{ unmkg o

dlk’cl_]l penehnanini'bermaksud untuk mencan;}__' :

_tahu I\ebutuhan alat . opexasxonal di’ wﬂayah':“-".

 perairan . pada beberapft polda dz Indonesm_"
- _dengan imrakterlstxk Wll&yah yang dominan
. perairan yang dalam pelaksanaannya dﬂakukan

sampai. tmgkatan polsek Bahwa ternyata i\husus

* untuk perairan dangkal sampai saat ini belum ada

pcmlfztan yang didapat dari dinas untuk wilayah

‘perairan darat, baik itu sungai, danau, rawa-

rawa. Sehingga operasional kegiatan kepolisian
dilakukan dengan peralatan seadanya, karena
jenis kapal klas c-3 yang merupakan yang kapal
terkecil tidak mampu untuk menjelajahi wilayah
perairan dangkal tersebut.Hal ini menjadi
semakin menarik untuk dianalisa, bahwa ketidak
hadiran polisi pada wilayah tersebut paling tidak
bisa ditinjau dari berbagai sudut pandang.

Pertama filosofi konsep pemolisian secara
umum yang berorientasi daratan memandang
bahwa kejahatan berawal di darat dan akan
berakhir di darat,

membawa konsekwesi logis padapemberdayaan

konsep pemolisian ini

dan  penguatan unsur-unsef pemolisian di
darat, dari pendidikan” pembentukan profil
polist denganeilai-nilai masyarakat darat,
sehingga pada pendidikan pembentukan tidak
ada kesadaran yang ditanamkan pada calon-
calon polisi tersebut untuk memahami bahwa
wilayah indonesia yang terdiri dari dua pertiga
air perlu suatu pendekatan yang khas, lebih
lanjut lagi penyusunan SOP penanganan tindak
pidana, baik itu secara pre-emtif, preventif
maupun penegakkan hukumnya hanya melulu
menggunakan konsep filosofi yang sudah disebut
diatas.

Untuk itu perlu dilakukan perubahan
filosofi pemolisian yang berorientasi pada
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© perairan sekurangnya e

: ":'__’esa'dalan pada mtamn mind set bahwa bahwa

e pemohslan per’mran mlupakaltz satu konsep

_ ymg sejalan bukan hanya dalam kontek Wj.layah -_
- Kita ymg terdm dari dua peruga pemiran akan
:.t(it’lpl juga. bahwa penelxanan pembangunan-
'.'-__'-oleh pemeunmh sekarang ini mengcmbangkau -
. o 'pertamlna dex, sedangkan diwilayah ternyata

i pOIOS 1'119.11111".‘{'1

_.Lonsep pemohszan peraizan - adalah - dalam
konteks operasional kepolisian baik dafam hal
kegiatan - kepolisian dataupun dalam operasi
kepolisian. Kegiatan kepolisian hal ini mencakup
seluruh fungsi kepolisian yang ada, pada kegiatan
penelitian  yang  dilakukan oleh puslitbang
dalam sesi wawaneara ketika ditanyakan intel
dasar di polsek yang mempunyai spesifikasi
perairan, ternyata tidak ditemukan karakreristilk

masyarakat  perairan, data masyarakat yang
bekerja di perairan, hasil bumi yang berkaitan
dengan perairan, disisi lain ketika di tanyakan
bagaimana konsep sambang yang bisa dilakukan
pada masyarakat tawa-rawa dan daerah aliran
sunga_i, pendekatan’, yang dilakukan pun hanya
pendekatan seperti sambang desa biasa yang
tidak mengarajh pada karakteristik masyarakat
ketika

penegakkan hukum sering “kali tidak dapat

perairan, dan berbicara  mengenai
dilakukan karena terhambat sarafia yang tidak
dimiliki dan alamatsus yang tidak dapatbekerja
pada wilayah tersebut. Pada operasi kepolisian
maka kualifikasi serta kompetensi personil akan
sangatberpengaruhapakah operasi tersebut dapat
dilakukan atau tidak dapat dilakukan. Semisal
dalam operasi SAR, tentunya selain kualifikasi
anggota mengenai SAR juga sarana prasarana
SAR perlu dimiliki untuk dapat melaksanakan
operasi kepolisian. Operasi kepolisian yang juga
sering membutuhkan kemampuan dan sarana
polair yang baik seperti operasi kepolisian yang
berkaitan dengan kejahatan fransnasional crime,
narkoba, perdagangan manusia, senjata illegal,

pencurian ikan dan lain-lain.

Jurnal Himy Kepodisian | Edisi 083 1 April - Juni 2016

membemkan

Hal keciua yang dapat dllakukan dengm

Pcmoli‘:i an di Daerah PLraimh. :

pembmaan Perencanaan,

~Hal’ keflgd Vang d&pat dﬂ'lkukan dengan_:._-_-.'_5.'__-_”-_
Lonsep ‘pemolisian © perairan  adalah  dalam’ X
~contohnya dalam - - '

pelencanftan pemenuham bahan baqu minyak, R

ketiga Polri sebagai instansi pemermtah tidak

dzbenarkan untuk menggunakan BBM subsidi
maka yang terdistribusi adalah pertamax daﬂ:-

tidak SPBN,

mempunyai

sehingga ketika

akan mengambil BBM ada di SPRU didarat

yang sangat jauh dari kapal, selain itu ternyata
spesifikasi mesin dan BBM yang ada justru ridak
sesuai, permasalahan ini tentu akan membuat
keenggaman bagi anggot2 dilapangan untuk
melakukan kegiatan operasionalnya, belum lagi
indeks BBM yang sangat jauh dibandingkan
dengan kebutuhan operasional. Sehingga kapal
yang ada dengan anggaran BBM yang ada hanya
cakup untuk memanaskan kapal saja.

Hal keempat adalah pemenuhan peralatan
dan perlengkapan  baile perorangan maupun
kesatuan. Filosofi pemolisian perairan akan
pada

peran pemolisian itu sendiri baik i1 secara

menggiring perubahan tupoksi  dan
operasional maupun secara pembinaan selingga
pada hilirnya akan memunculkan kebutuhan
peralatan dan perlengkapan yang lebih luas dan
vang disesuaikan dengan konsep pemolisian
itu sendiri. Tidak adanya perlatan dari polair
yang mampu menjelajahi perairan didaratan
batkitwdi'danau, rawa-rawa maupun sungai dan
perairan dangkal karena ternyata memang hal
itu tidak termasuk dalam nomenklatur peralatan
dan  perlengkapan yang dibutuhkan polair,
sesuai dengan job desk nya saat ini, schingga
implementasinya di lapangan kasatwil akan
berusaha untuk memenuhi kebutuhan peralatan
tersebut secara swadaya, untuk memenuhi
kebutuhan operasionalnya saat ini.

Kelima, secara strategis pemolisian yang
dilakukan Ditpolair saat ini sesungguhnya
hanyalah  melakukan  penambahan

pada

kemampuan kepolisian secara umum dengan




Pemolisian d

A kemqmpu,m nﬂunca, yfmv aklbamya onentam'
pemlrannya cendert ung membatasx pada peran an_f"
laut saja, scdangkan perairan d,mgkai sungai,
"'danau dan rawa-rawa. menjacil tcmbcul\an :
- disisi - lam pohs; umum - beranggapan. bahwa'
' ;___segalq sesuatu yang beml\aztan del}.rran peruran._
o sudah bisa dicover oieh pohsl ai, yang s '&chnnyq _

o }ustru memuncuikm - ruang- rucmcr :

o dlmana Lepohszan sebagm 1eplesenmtu dari
negam Justlu tidak hadir paéa wﬂayah—wﬂayah .

tersebut. Dan hal itu pénulis melihat sebagai
celah dari kepolisian untuk menariknya instansi
lain untuk masuk pada domain tersebut dengan
alasan  bahwa /kepolisian

dengan  konsep

pemolisianya fidak mampu mengamankan
wilayah negaraindonesia secara utuh, dan halitu
bisa saja dimanfaatkan menjadi melebar untuk
menggugat wewenang kepolisian sebagai satu-

satunya pengampu keamanan dalam negeri ini.

Penutup

Pemolisian adalah segala usaha dan upaya
yang dilakukan oleh polisi secara profesional
untuk mewujudkan dan memelihara keteraturan
sosial pada tingkat managerial dan operasional
baik dengan atau tanpa upaya paksa, definisi
bahwa
merupakan kegiatan yang dilakukan pada

tersebut  menyiratkan pemolisian
masyarakat untuk mewujudkan harapan dari
masyarakat itu sendiri, yaitu keteraturan sosial,
sehingga dengan luas wilayah yang duapertigarya
adalah perairan sesungguhnya masyarakat yang
lahir dan tumbuh kembang di wilayah indonesia
merupakan masyarakat dengan dominasi budaya

perairan.

Akan tetapi ternyata selama ini pada
kenyataannya filosofi konsep pemolisian yang
dianut oleh Polri sebagai organisasi kepolisian di
Indonesia adalah filosofi pemolisian yang menitik
beratkan pada pemolisian daratan, yang lebih
lanjut lagi menghasilkan mind set pemolisian
yang mengabaikan nilai nilai perairan. Disisi
lain hal itu memunculkan ruang-ruang kosong

: 'negara -U’muk n:u perlu dldorong su.'.a,m konsep

ia:osong, '

_'_.pemohsmn pelfufaﬂ, yang - dzawah dengan
_pembfthan filosofl pcmohsmn yang. ditanamkan_'_': L

.pendldﬂmn u pembentulmn '

'.:kontek pembmaan dan” Opemslonal dlsusun

konse emohslan ela1mn rang sesual dencran
P

ﬁioson pe;,anfm telsebut Fllosoﬁ pemohsmn

peranan akan - menggiring perubahan pada

tupoksi dan peran pemolisian itu sendiri baik
itu secara operasional maupun secara permbinaan - -
schingga pada gilirannya akan memugculkan
kebutuhan peralatan dan perlengkapan, yang
lebih Iuas dan yang disesuaikan dengan konsep
pemolisian itu sendiri

Secara strategis konsep pemolisian perairan
juga akan menutup celah akan hadirnya pibak
pihak vang akan memanfaatkan ketidakhadiran
polisi pada wilayah wilayah yang selama ini
tidak tersentuh dengan konsep pemolisian yang
konvensional.
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